BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan pembahasan hasil penelitian, dapat

disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap
belanja modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah
Bakorwil I Madiun.

2. Ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap
belanja modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah
Bakorwil I Madiun.

3. Ada pengaruh secara simultan pendapatan asli daerah dan dana alokasi
umum terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di

Wilayah Bakorwil I Madiun.

5.2. Implikasi Manajerial

Menurut Pasal 1 UU no.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah,
selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan
sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan

usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah
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pusat. Penelitian oleh Aryani, dan Hari (2019) menunjukkan bahwa berdasarkan
pengujian yang telah dilakukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Belanja Modal secara Simultan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan
bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
Belanja Modal secara Parsial. Sedangkan pengujian yang telah dilakukan bahwa
Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

secara Parsial.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini menunjukkan:

1. Penelitian dilakukan terbatas hanya pada wilayah Bakorwil 1 Jawa
Timur, sehingga hasil penelitian hanya pada wilayah tersebut.

2. Penelitian ini hanya membahas pengaruh PAD, DAU, terhadap Belanja
Modal. Faktor-faktor kuantitatif lainnya yang berasal dari sumber
penerimaan lainnya tidak disertakan dalam penelitian ini yaitu antara
lain Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer
Pemerintah Provinsi, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, serta unsur-
unsur dari Pembiayaan.

3. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor kuantitatif atas pengaruh
komponen pendapatan sehingga belum dapat diketahui faktor-faktor

kualitatif yang mempengaruhi variasi porsi Belanja Modal pemerintah.
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4. Periode pengamatan yang relatif pendek, yaitu periode 2018 sampai
dengan 2020, sehingga diperoleh sampel dengan jumlah yang masih
relatif kecil diperlukan adanya tambahan data time series.

5.4. Saran

Terkait dengan hasil penelitian, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah agar dapat berusaha untuk mengoptimalkan
pendapatan asli daerah misalnya dengan membentuk peraturan daerah
tentang pajak dan retribusi daerah secara jelas dan tegas ataupun dengan
memberikan kesempatan bagi putra-putra daerah untuk mengelola dan
bekerjasama dengan pihak-pihak yang mampu mengelola sumber daya
yang dimiliki daerah, sehingga sumber-sumber pendapatan daerah
mampu dimanfaatkan sebaik mungkin dan hal ini berarti bahwa
pendapatan asli daerah akan semakin meningkat dan tingkat
ketergantungan terhadap transfer dari pusat juga semakin berkurang
sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.

2. Pemerintah daerah kabupaten dan kota khususnya di Bakorwil I
Madiun, dapat lebih memprioritaskan untuk mengalokasikan kepada
Belanja Modal dari setiap Penerimaan Asli Daerah. Karena, Belanja
Modal merupakan pengeluaran atau belanja yang dilakukan pemda
yang bersifat produktif dan jangka panjang dibandingkan Belanja Rutin
yang sifatnya konsumtif dan jangka pendek.

3. Hendaknya penelitian selanjutnya menggunakan variabel yang lebih
lengkap, agar lebih dapat melakukan generalisasi atas hasil penelitian.

Misalnya dengan menambah rentang waktu yang diteliti dan
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memperluas objek penelitian. Variabel yang digunakan dalam
penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan
menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis
penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan
seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi. Variabel yang
bisa ditambahkan antara lain dana bagi hasil dan sisa lebih pembiayaan

anggaran.
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